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INTISARI

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran
tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor
Pertanahan Kabupaten Semarang yang didasarkan pada ketentuan
Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan
Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.
Jenis data yang diperoleh adalah data primer yang merupakan hasil
wawancara dengan pejabat dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten
Semarang dan data sekunder yang diperoleh dari mempelajari dan
mangamati data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisa data secara deskriptif kualitatif yang mengelompokkan data
kuantitatif berupa angka-angka yang dideskripsikan dalam bentuk tabel
dan dijelaskan secara rinci dan data kualitatif dari kata-kata atau kalimat
dianalisis untuk memperoleh hasil dari keadaan sebenamya.

Hasil penelitian menunjukan: Pertama: Pelaksanaan pendaftaran
tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor
Pertanahan Kabupaten Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan
Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998 dalam hal persyaratan, terdapat 3 (tiga)
persyaratan atau 37,5% yang tidak sesuai yaitu Surat Kuasa apabila
dikuasakan, Surat Pernyataan Model A dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang, sedangkan 5 persyaratan atau 62.5% yang sesuai dengan
Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998 yaitu Surat Permohonan Pengakuan Hak,
Fotokopi KTP Pemohon dan Fotokopi KTP pihak-pihak yang
berkepentingan, bukti kepemilikan yang ada sesuai Inmen/KBPN No. 3
Tahun 1998 butir a sampai dengan m dan Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, sedangkan prosedur pelaksanaan dari
23 (dua puluh tiga) kegiatan yang ada telah 100% sesuai dengan
Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998 Kedua: hambatan terbanyak yang
dihadapi adalah jangka waktu penyelesaian sejumlah 98% sedangkan
hambatan terkecil adalah riwayat tanah yang tidak jelas sejumlah 10%,
Ketiaa: upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Semarang, yaitu: ketidaksesuaian nama pemilik di Letter C
dengan nama pemohon dan riwayat tanah yang tidak jelas diupayakan
dengan Panitia A yang lebih proaktif dalam penelitian data yuridis dengan
meminta keterangan kepada tokoh masyarakat yang dituakan dimana
bukti penguasaan tanah dikuatkan dengan surat pernyataan Model A,
jangka waktu penyelesaian diupayakan memaksimalkan fungsi loket II
sebagai penerima berkas dalam meneliti kelengkapan berkas
.nrmnknnnn rtnn L-^ti/HoL-ooei loion inac hacil nkurpn r)p>nnan luas vana
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1),

untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah maka oleh

pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah

meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan

data pendaftaran tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya atas sebidang tanah

yang belum pernah didaftarkan maka dilakukan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang memerlukan pembuktian hak. Pembuktian hak yang

dimaksud adalah pembuktian dengan alat-alat bukti mengenai adanya

hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis.

Berdasarkan ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 pasal 2 bahwa untuk mendukung prinsip nasionalitas maka hak-hak

atas tanah milik adat perorangan dikonversi menjadi hak yang memberi

wewenang sebagaimana dimaksud dengan hak yang disebutkan dalam

pasal 20 ayat (1) undang-undang tersebut. Ketentuan konversi UUPA

dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962

tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak di



Indonesia Atas Tanah mengharuskan bahwa pendaftaran tanah pertama

kali didasarkan atas alat bukti atas nama pemohon yang sudah dipunyai

sebelum tanggal 24 September 1960.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat adalah terdapat

kepemilikan hak-hak atas tanah milik perorangan didasarkan atas alat

bukti yang bukan atas nama pemilik terakhir. Hal ini terjadi karena

adanya peralihan hak yang tidak tercatat atau terdaftar dalam buku C

desa sehingga riwayat tanahnya tidak jelas. Bahkan banyak kepemilikan

tanah yang didasarkan hanya pada penguasaan fisik dalam jangka waktu

yang sudah cukup lama dan sudah dianggap sah bagi mereka sehingga

diperlukan suatu lembaga pengakuan hak yang menilai kebenaran alat

bukti.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran

Tanah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara

Agraria Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PMNA/KBPN No. 3

Tahun 1997) diharapkan mampu mengakomodasi kegiatan pengakuan

hak atas alat bukti tertulis yang tidak jelas riwayat kepemilikannya dan

alat bukti penguasaan fisik bidang tanah. Secara substansial menurut

kedua peraturan tersebut pengakuan hak sama dengan konversi



perbedaannya pada pengakuan hak terdapat penelitian data yuridis oleh

Panitia A.

Sejak mulai ditetapkannya Instruksi Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998

(selanjutnya disebut Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998) tentang

Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pada tahun 1999

terdapat permohonan pengakuan hak sebanyak 3.246 permohonan,

tahun 2000 sebanyak 3.820 permohonan, tahun 2001 sebanyak 3.973

permohonan, tahun 2002 sebanyak 4.602 permohonan, tahun 2003

sebanyak 6.568 permohonan, dan pada tahun 2004 sebanyak 4.391

permohonan. Dari data diatas diketahui bahwa pada tahun 2003 terjadi

kenaikan permohonan pengakuan hak, dikhawatirkan dalam

melaksanakan tugasnya Panitia A sebagai lembaga pengakuan hak tidak

teliti dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian data yuridis

mengenai alat bukti kepemilikan tanah. Hal tersebut menjadi alasan
>

peneliti untuk mengambil data permohonan pengakuan hak pada bulan

Januari 2003 sampai dengan Desember 2003

Dari penjelasan tersebut di atas maka dalam pelaksanaan

pendataan data yuridis oleh panitia A dituntut agar dapat bekerja dengan

penuh hati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan



pendaftaran tanah yang efektif dan berkualitas serta memenuhi jaminan

kepastian hukum pada masyarakat sesuai Inmen/KBPN No. 3 Tahun

1998.

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul : EVALUASI PELAKSANAAN

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK

MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti tersebut di atas

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor

Pertanahan Kabupaten Semarang dengan Inmen/KBPN No. 3 Tahun

1998?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor

Pertanahan Kabupaten Semarang?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Semarang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?
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C. Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan dan memperjelas permasalahan yang akan

diteliti maka penulis membuat batasan masalah yaitu pada pelaksanaan

pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak

di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mulai bulan Januari 2003

sampai dengan Desember 2003.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Kesesuaian proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali

secara sporadik melalui pengakuan hak yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Semarang dengan Inmen/KBPN No. 3

Tahun 1998.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor

Pertanahan Kabupaten Semarang.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
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2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Semarang sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam rangka pengambilan kebijaksanaan yang berkaitan dengan

pelaksananan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik

melalui pengakuan hak.

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta pihak lain

yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak.

3. Sumbangan khasanah pustaka di bidang pertanahan.



BAB VI

PENUTUP

V. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten

Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan Inmen/KBPN No. 3

Tahun 1998 dalam hal persyaratan, terdapat 3 persyaratan atau

37.5% yang tidak sesuai dengan Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998 yaitu

persyaratan Surat Kuasa apabila dikuasakan, Surat Pernyataan

Model A dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

Sedangkan 5 persyaratan atau 62.5% yang sesuai yaitu Surat

Permohonan Pengakuan Hak, Fotokopi KTP Pemohon dan fotokopi

KTP pihak-pihak yang berkepentingan, bukti kepemilikan yang ada

sesuai dengan Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998 butir a sampai

dengan m, akta PPAT (jika ada peralihan hak) dan Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh pemohon,

saksi-saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Untuk prosedur

pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten
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Semarang dari 23 kegiatan yang ada telah 100% sesuai dengan

Inmen/KBPN No. 3 Tahun 1998.

2. Hambatan terbanyak yang dihadapi dalam pelaksanaan pengakuan

hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yaitu jangka waktu

penyelesaian sejumlah 98%. Hambatan yang terkecil adalah riwayat

tanah yang tidak jelas sejumlah 10%.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Semarang dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengakuan

hak, yaitu:

a. ketidaksesuaian nama pemilik di letter C dengan nama pemohon

diupayakan dalam meneliti data yuridis Panitia A pembuktiannya

dilakukan secara lisan, dengan kesaksian yang diberikan oleh

saksi-saksi yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan sampai

derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal dengan

pemohon,

b. riwayat tanah yang tidak jelas diupayakan dalam meneliti data

yuridis Panitia A menghadirkan saksi-saksi yang terlibat atau

mengetahui secara pasti riwayat tanah atau tokoh masyarakat

yang dituakan dan betul-betul paham sebab-sebab penguasaan

fisik tanah oleh pemohon maupun riwayat peralihan kepemilikan
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tanah yang dikuatkan dengan surat penguasaan fisik bidang tanah

dan surat pernyataan model A,

c. jangka waktu penyelesaian diupayakan dengan memaksimalkan

fungsi loket II sebagai penerima berkas permohonan dalam

meneliti kelengkapan berkas permohonan yang berkualitas,

d. ketidaksesuaian luas hasil ukuran dengan luas yang tercantum di

Leter C diupayakan dalam melakukan pengukuran diperlukan

koordinasi dengan perangkat desa dan kantor pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan.

!. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang maupun pihak-pihak yang

terkait dengan proses pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sebagai

berikut:

1. Diharapkan agar pada proses pelaksanaan pengakuan hak tahun-

tahun mendatang benar-benar mengacu pada peraturan yang ada

sehingga terdapat kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan

prosedur yang ada.
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2. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengakuan hak

yaitu, ketidaksesuaian nama pemilik di Leter C dengan nama

pemohon, Riwayat tanah yang tidak jelas, jangka waktu penyelesaian

dan ketidaksesuaian hasil ukuran dengan luas di Leter C sebaiknya

digunakan sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga agar

tidak terjadi lagi dikemudian hari.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang telah dilakukan

hendaknya dipertahankan sebaik mungkin dengan penuh kesadaran

sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang

penuh kesetiaan pada bidang tugasnya.
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